BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujkan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut

hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No

Judul Penelitian, Variabel Metode

Peneliti, Tahun Penelitian Hasil

Akuntabilitas Pengelolaan | Akuntabilitas deskriptif | akuntabilitas

Dana Desa di Kecamatan | Pengelolaan pengelolan dana desa
Kotamobagu Selatan Kota | Dana Desa di Kecamatan
Kotamobagu, Makalalag Kotamobagu Selatan
(2016) Kota Kotamobagu
telah dilaksanakan
berdasarkan  prinsip
transparan, akuntabel
dan partisipatif

Pengelolahan Dana Desa, | Pengelolaan deskriptif | Aspek pengelolaan
Muetia dan Liliana (2016) | Dana Desa keuangan secara
umum telah sesuai
dengan apa yang
diatur dalam
Permendagri No
113/2014 dan
mematuhi prinsip
dasar pengelolaan
keuanagan. Pelaporan
dan
pertangungjawaban
masih menjadi
masalah bagi beberapa
desa yang diteliti
memiliki sumber daya
manusia yang
menguasai aspek
pelporan dan

Dilanjutkan.....




Lanjutan.....

pertangungjawaban .
Berkenaan dengan
komposisi belanja,
semua desa tidak
memenuhi aturan
70:30

Akuntabilitas Pengelolaan | Akuntabiilitas deskriptif | Akuntabilitas

Dana Desa sebagai Upaya | dan Pengelolaan pengunaan dana desa

Pencegahan Korupsi Dana Desa mulai dari

Pengelolaan Dana Desa, pengawasan hingga

Wibisono (2018) penggunaan sehingga
diharapkan desa agar
lebih masksimal
dalam mengunakan
dana desa

Akuntabilitas Pengelolaan | Akuntabilitas deskriptif | Peraturan Bupati

Keuangan Desa di
Kabupaten Jombang,
Nafidah dan Anisa (2017)

Pengelolaan
Keuangan Desa

Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pengelolan
Keuangan Desa secara
garis besar
pengelolaan Keuangan
Desa telah mencapai
akuntabilitas.

Analisis Sistm
Pengeloalaan Dana Desa
Berdasarkan Regulasi
Keuangan Desa,
Khoiriyah (2017)

Pengelolaan
Dana Desa

Tahapan pengelolaan
dan pengawasan
pengelolaan dana desa
seperti yang terdapat
dalam peraturan
perundang-undangan
akan berpotensi positif
dalam pelaksanaan
akuntabilitas
penyelengaraan
ataupun akuntabilitas
public pemerintah
desa




Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian yang pernah
dilakukan oleh Wibisono (2018). Persamaan dari penelitian ini adalah
variabel yang digunakan sama yaitu akuntabilitas dan pengeloaandana Desa.
Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek
yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tahun 2019,
sedangkan untuk penelitian tahun yang digunakan yaitu tahun 2018

2.2 LandasanTeori
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.2.2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010 : 6) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik
adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor
publik dan swasta.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2007 : 14) Akuntansi Sektor Publik
merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen
maupun alat informasi bagi publik.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi
baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi

public.



2.2.2.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

2.2.2

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang
dikutif yang dikutip oleh Bastian (2010 : 77) menyatakan bahwa tujuan
akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manjer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan
efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi
wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk
melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik.

Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, vyaitu
penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.
Dimana, bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses
pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan
program, penganggaran, evaluasi Kinerja, dan pelaporan kinerja.
Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.



Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala
desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU
No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain
merupkankepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran
penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang
dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa.
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999
menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah ‘“kegiatan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri
(2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa,
sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat
lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur
kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.
Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
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prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6
Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan
bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa
adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus
pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari
kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris
desa, kepala seksi dan bendahara desa)

Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan
Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu
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menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Mendasari  dikeluarkannya Permendagri tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Nomor 113 tahun 2013 adalah (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab
tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes, Pengelolaan, Pembinaan dan
Pengawasan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan ~ pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan

pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula
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bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur
dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan
APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada
implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan
para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan
mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun
dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa
pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan
program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu
pembangunan daerah
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme
transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka
tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan
jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah
(20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut
disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja
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pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata
dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung
ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer
daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan
luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan
penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni
tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme
transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 20%;

2. Tahap Il, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan

3. Tahap Ill, pada bulan Oktober sebesar 40%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana
tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang
bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening
Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja

setelah diterima di RKUD

2. Penggunaan Dana Desa
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Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat, dan
kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa
diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan
bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang
ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara,
2015: 5).
Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk
pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan
desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan

dasar
b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan
prasarana desa,
c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi

ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,
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d. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk
pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan
dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang

diantaranya dapat mencakup:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;

2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM
Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;

3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat;

6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan
desa dan hutan kemasyarakatan; dan

7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok
usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani,
kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok
pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok

pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.
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2.2.4 Asas Pengelolaan Dana Desa
1. Transparan

Menurut Nordiawan (2016 : 35) transparan memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkanpertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah
prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik
kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga
berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang
aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan
beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011 : 17-18).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good
Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan
dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang
aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi

tersebutuntuk (Mahmudi, 2011 : 18):
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a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang
direncanakan (realisasi v.s anggaran).

b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang
terkait.

d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara
manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan
pihak lain yang terkait.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakatuntuk
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentangkeuangan
desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan
masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah
akuntabilitas. Sujarweni (2015 : 28) menyatakan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan
seseorang (pimpinan / pejabat / pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas

dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang
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berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang
informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan “akuntabilitas publik adalah
kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya
dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut”. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik,
organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai
bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak
untuk tahu (right to know), 2) hak untuk diberi informasi (right to be
informed), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to
be listened to). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar
melakukan akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pelaporan
kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal
(horizontal accountability) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Partisipatif

Menurut Renyowijoyo (2008 : 19) Partisipasi adalah keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Sujarweni (2015 : 29)

mengatakan bahwa Partispasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga
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desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam
setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat
dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan
tidak langsung.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa baik secara
langsung maupun tidak langsung mlalui lembaga perwakilan yang dapat
menyalurkan aspirasinya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib
melibatkan masyarakat, para pemangku Kkepentingan di desa serta
masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima
manfaatdari program/kegiatan pembangunan di Desa.

2.2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa merupakan
tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa)

1. Kepala Desa Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan

yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan
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Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan
petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui
pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa

. Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu

kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan
tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja
(RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).
Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab
kepada kepala desa.

Kepala Seksi Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai
PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak
terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun
RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan

dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di
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dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan
dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat
oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu
sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi
penerimaan pemdapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka
pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan
buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima,
menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh
dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
(Permendagri Rl Nomor 113 Tahun 2014)

2.3 Kerangka Konseptual

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang
Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang
dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan,

pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga
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memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima
dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya
berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa
Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan
kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Pengelolaan Dana Desa tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam
pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat
mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.Disamping itu
diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang
memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai
prosedur pegelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Banyaknya kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh
kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu
kepala desa dalam mengelola dana desanya mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Kerangka konseptual dalam penelitian ini

digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Pemerintahan Desa Keras

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
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l

l

l

y

Perencanaan

1 Pembentukan
tim pelaksana

2 Musyawarah

3 Perincian DD

Pelaksanaan:
1. Penyusunan

Rencana
Kegiatan

. Kemampuan

Lembaga
Kemasyarakatan

. Partisipasi

Swadava

Penatausahaan:

1. buku  kas
umum

2. buku pajak

3. buku bank

Pelaporan:

1. laporan
realisasi
APBDesa

2. Laporan
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Desa (LPPD)

Pertanggungjawaban

1 SPJ kades kepada
camat

2 Laporan masalah
kendala

A 4

Akuntabilitas

Gambar 2.1. Kerangka konseptual




